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- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP 

adalah 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang 

ilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan 

yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan 

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang 

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. 

 

- Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana 
iplementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan 
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga 
diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten 
mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah  melalui implementasi SAKIP. 
 



CATATAN : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana 

iplementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan 

pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga 

diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten 

mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah  melalui implementasi SAKIP. 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang  : Penyelenggaraan dan 

Pelaksanaan SAKIP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 februari 2024 

- Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.  Dalam melaksanakan - 

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah dapat 

menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik 



 

 


